GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATTIRAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMIUR

NOMOR : ¢4 /JKEP/HK/2017

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa Pemerintah Provinsi NTT belum dapat
menyediakan rumah dinas bagi Anggota DPRD Provinsi
NTT karena kemampuan keuangan daerah terbatas;
bahwa sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Talun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah
dinas Anggota DPRD, kepada vang bersangkutan
diberikan tunjangan perumahan, dan mengenai
besarnya tunjangan perumahan ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang pBesarai
Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649j;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
pPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679); L



3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Lol
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4410} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II
BESARAN TUNJANGAN

Pasal 2

(1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD sebesar Rp.
9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) per bulan.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan setiap bulan. L



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal &4 PeruAR| 2017
%GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

L FRANS LEBU RA/

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 3¢ Peeruarl 2017
SKREAARIS PAERAH

PROVINSI SA TENGGARA T IMUR,N&

\/FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUT TAHUN 2017
NOMOR g



